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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 harus diapus, karena 

adanya pasal tentang pemidanaan terhadap gelandangan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Maka, ini melanggar asas Lex Superior Derogat 

Legi Inferiori (aturan yang lebih kuat mengalahkan aturan yang lebih lemah jika 

mengatur dalam hal yang sama), karena secara hierarki perundang-undangan 

kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan Perda. Seharusnya 

Perda tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan aturan yang memiliki 

kedudukan diatasnya. Selain itu pemberian pidana terhadap gelandangan tidak 

tepat. 

2. Dalam realisasinya di lapangan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta belum 

dilaksanakan. 

B. SARAN 

1. Perda Daerah Istimewa Yogykarta Nomor 1 Tahun 2014 harus direvisi 

kembali terutama mengenai pasal yang mengatur tentang pemberian pidana 

bagi gelandangan. 
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2. Jika tetap memaksakan aturan tersebut tetap berlaku maka pemerintah daerah 

harus bisa menangkap gelandangan-gelandangan yang terbukti menjadi 

gelandangan karena malas bekerja, bukan karena faktor ekonomi, sehingga 

pemberian hukuman yang keras akan membuat mental malas dalam diri 

hilang. 

3. Dalam menjalankan tugasnya, oknum-oknum harus juga disertai rasa 

keadilan, bukan hanya menerapkannya dalam sisi kepastian hukumnya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 




